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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

a. Sejarah Desa 

Konon menurut cerita yang telah banyak beredar di masyarakat 

warga desa Ngembul, dulunya ada pengembara dari arah barat bernama 

Kasan Brewok. Beliau adalah salah satu pengikut Laskar Pangeran 

Diponegoro yang kalah perang melawan Belanda. Mbah Kasan Brewok 

beserta teman-temannya melarikan diri ke wilayah Jawa Timur, sampai 

ke daerah Blitar. Dalam perjalanannya Mbah Kasan Brewok 

beristirahat dan menancapkan tongkatnya. Ketika tongkat tersebut 

dicabut kemudian keluar air dari tempat tongkat itu di tancapkan, dan 

disebut Umbul atau mata air. Menurut pesan  dari Mbah Kasan Brewok, 

besok pada waktu zaman sudah ramai daerah ini supaya dinamakan 

Desa Umbul. Lama kelamaan berubah menjadi desa Ngembul yang 

dipimpin Bapak Musiman.1 

b. Sejarah Pemerintahan Desa 

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Desa Ngembul sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya 

 
1 Data Kantor Desa Ngembul, diakses pada 5 Mei 2021 pukul 09.00 
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adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Binangun. Adapun 

secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Sebelum UU.No.5 Tahun 1979 Tentang Desa . 

Pada saat itu Pemerintah Desa memakai tradisi kuno dengan sebutan 

terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Jogotirto, 

Jogoboyo dan Modin dll. 

b) Adanya UU.No 5 Tahun 1979 

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara 

Nasional desa-desa di Indonesia di seragamkan,  sebutan pamong desa 

dikenal dengan perangkat desa  yang antara lain perubahan nama-

nama jabatan  Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, 

Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan 

lembaga legislatif adalah Lembaga Musyawarah Desa (LMD). 

c) Desa  berdasarkan UU.Nomor 5 Tahun 1999 

Hal yang menonjol pada masa ini, adalah Jabatan kepala desa menjadi 

2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Legislatif pada Era 

ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). 

d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Masa jabatan Kepala desa menjadai 6 tahun,dan Sekretaris Desa diisi 

dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan 

BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa. 
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e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Masa jabatan Kepala desa menjadai 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi 

dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan 

LMD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)2 

c. Kepemimpinan  Desa 

Kondisi pemerintah desa pada saat awal berdirinya Desa 

Ngembul masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-

program maupun personal perangkat desanya yang pada saat itu dikenal 

dengan sebutan Pamong desa atau Bebau desa dengan rata rata 

berpendidikan sekolah rakyat (S.R).  

Kepemimpinan Desa (Kepala Desa) yang tercatat sejak 

Sejarah berdirinya Desa Ngembul adalah: 

1. Tahun 1895-1907 Bapak Musiman 

2. Tahun 1907-1909 Bapak Kenang 

3. Tahun 1909-1913 Bapak Karso Brewok 

4. Tahun 1913-1919 Bapak Soinangun 

5. Tahun 1919-1944 Bapak Kasan Djuwari 

6. Tahun 1944-1955 Bapak Soeprapto 

7. Tahun 1955-1965 Bapak Soekandar 

8. Tahun 1965-1970 Bapak Tahir 

9. Tahun 1972-1983 Bapak Karbi 

10. Tahun 1985-1990 Bapak Suwarno 

 
2 Data Kantor Desa Ngembul, diakses pada 5 Mei 2021 pukul 09.00 
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11. Tahun 1990-1998 Bapak Tobin 

12. Tahun 1999-2013 Bapak Tulus Pamuji 

13. Tahun 2013-2019 Bapak Pitoyo 

14.  Tahun 2019-2025 Bapak Pitoyo 

d. Visi dan Misi 

Visi Desa Ngembul adalah : 

”Terwujudnya Masyarakat Desa Ngembul yang lebih berkualitas, 

beriman, sejahtera, dan bermartabat dalam Pemerintahan yang 

berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ” 

Sedangkan Misi Desa Ngembul adalah : 

1. Membentuk  Aparatur  Pemerintahan  Desa   yang memiliki 

kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga 

terwujud pemerintahan yang efisien dan efektif. 

2. Membentuk  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  dalam  

kesehatan, pendidikan dan mempunyai tempat tinggal (papan) 

layak. 

3. Menyediakan Infrastruktur Perdesaan yang mampu 

mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya. 

4. Mengelola   sumberdaya   daya   alam   secara   bertanggung   

jawab   terhadap lingkungan hidup untuk kemajuan desa. 

5. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

berkelanjutan dan dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat,  
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yang  berdaya  saing, pengembangan  ekonomi  non - pertanian,  

penerapan  teknologi  tepat  guna dan menciptakan lapangan 

kerja. 

6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan 

ketentraman masyarakat desa berdasarkan nilai sosial dalam 

masyarakat. 

7. Membentuk masyarakat yang berkepribadian dan 

berkebudayaan dengan mematuhi aturan hukum dan 

menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka 

memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan. 

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, 

sebagai bentuk partisipasi mitra Pemerintahan Desa mewujudkan 

kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban ditengah-tengah 

masyarakat. 

9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

membangun desa. 

10. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia utamanya bagi 

pemuda melalui pendidikan dan pelatihan. 

11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat utamanya masyarakat 

miskin agar mampu mengatasi kesulitannya. 

12. Peningkatan perlindungan masyarakat termasuk dunia usaha. 

13. Peningkatan kemitraan pembangunan ekonomi lokal. 
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14. Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa dalam pelayanan 

masyarakat. 

e. Kondisi Geografis 

Secara geografis Desa Ngembul terletak pada posisi 7°21'-7°31' 

Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi  desa ini 

adalah berupa dataran sedang dengan ketinggian yaitu sekitar 120 m di 

atas permukaan air laut. Letak Desa Ngembul berada diantara 4 desa 

lain yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Binangun dan 

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar .  

Adapun batas desa tersebut adalah : 

Tabel 4. 1 

Batas Desa Ngembul 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Ngembul 

 

f. Lokasi Desa 

a) Jarak Desa ke ibu kota kecamatan =  5 Km 

b) Waktu tempuh ke kecamatan  =  15  Menit 

c) Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten =  25 Km 

d) Waktu tempuh ke kabupaten  =  60  Menit 

e) Ketersediaan angkutan umum =   tersedia setiap hari. 

Barat Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun 

Timur Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun 

Selatan Desa Rejoso Kecamatan Binangun 

Utara Desa Jugo Kecamatan Kesamben 
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g. Pembagian Wilayah 

Wilayah Desa Ngembul terdiri dari 4 Dusun yaitu:  

1) Ngembul 

2) Sumberpandan 

3) Blumbang 

4) Kebonrejo 

Dimana masing-masing dusun dipimpin oleh seorang 

Kamituwo. Posisi Kamituwo menjadi sangat strategis seiring 

banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka 

memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa 

Ngembul dari keempat dusun tersebut terbagi menjadi 10 Rukun Warga 

(RW) dan 38 Rukun Tetangga (RT).3 

h. Susunan Organisasi 

Berikut adalah susunan organisasi yang berada di Peerintah Desa 

Ngembul, yang mana kedudukan dan tugasnya dikerjakan sesuai 

dengan jabatan yang telah dimiliki: 

 

 

 

 
3 Data Kantor Desa Ngembul, diakses pada 5 Mei 2021 pukul 09.00 
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Sumber : Kantor Desa Ngembul 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Desa Ngembul 

Adapun nama – nama perangkat desa sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 

Nama dan Jabatan Perangat Desa Ngembul 

No Nama Jabatan 

1 Pitoyo Kepala Desa 

2 Rita Mayasari Sekretaris Desa 

3 Sutiyono Kepala Seksi Pemerintahan 

4 Yasipun Kepala Seksi Pelayanan 

5 Ichsan Kepala Seksi Kesejahteraan 

6 Sulih Kepala Urusan Keuangan 

7 Aris Bina Riyanto Kepala Urusan Umum 

8 Azis Arifin Kepala Urusan Perencanaan 

BPD Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Kepala Urusan 

Keuangan  

Kepala Urusan 

Umum  

Kepala Seksi 

Pemerintahan 
 

Kepala Seksi 

Pelayananan 

 

Kepala Urusan 

Perencanaan  

Kepala Seksi 

Kesejahteraan 

Kamituwo 

Ngembul 

Kamituwo 

Sumberpandan 
 

Kamituwo 

Blumbang 

 

Kamituwo 

Kebonrejo 
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9 Cahyo Pribadi Kamituwo Ngembul 

10 Harmani Kamituwo Sumberpandan 

11 Budi Utomo Kamituwo Blumbang 

12 Agus Suyitno Kamituwo Kebonrejo 

Sumber : Kantor Desa Ngembul 

Tabel 4. 3 

Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

No Nama Jabatan 

1 Ashari Ketua 

2 Tukiman Wakil Ketua 

3 Wiwin Indrayani Sekretaris 

4 Bintoro Anggota 

5 M.Khambali Anggota 

6 Widianto Anggota 

7 Sugeng Anggota 

8 Sujianti Anggota 

9 SUKARLIN Anggota 

Sumber : Kantor Desa Ngembul 

 

B. Hasil Temuan Penelitian 

1. Penerapan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 

Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar  

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan 4 

(empat) narasumber yang menjadi informan adanya penelitian ini. Dalam 

wawancara bersama Bapak Pitoyo selaku kepala desa mengenai penerapan 

APBDes  
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 Kepala Desa mengatakan bahwa setiap periode yaitu dalam 12 bulan 

yang akan dilaksanakan dalam Bulan Januari sampai Bulan Desember 

pemerintah Desa Ngembul telah merancang dan menyusun APBDes.4 

 

 Pertanyaan selanjutnya mengenai tahapan atau langkah – langkah 

apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam proses menyusun APBDes. 

 “Pada tahap pertama yang dilakukan ya membentuk tim penyusun 

untuk merancang APBDes, sesudah melakukan perancangan kemudian 

melakukan penetapan tersebut melalui musyawarah desa”5 

 

 Ibu Sulih selaku bendahara desa mengatakan untuk penyusunan 

yang pertama dilakukan melakukan musyawarah dusun tujuannya untuk 

mengetahui dan mengumpulkan saran dan usul dari warga masyarakat yang 

akan menjadi pertimbangan dalam menyusun APBDes terus selanjutnya 

melakukan rapat dengan BPD dan setelah itu penetapan Perdes APBDes 

lalu jadilah APBDes dan kemudian dievaluasi kecamatan.6 

 “Yang pertama itu ada musyawarah desa yang sebelumnya 

membentuk tim terlebih dahulu yaitu tim penyusun terus dilakukan 

musyawarah dusun lalu menyepakati rancangan”7 

 

 Pada Desa Ngembul langkah atau tahapan – tahapan yang dilakukan 

dalam menyususn APBDes setiap tahunnya dengan alur yang sama yaitu 

yang pertama BPD membetuk tim penyusun terlebih dahulu untuk persiapan 

untuk tahap perancangan dengan panduan Peraturan Desa (Perdes), 

kemudian tim penyusun  melakukan Musyawarah Dusun (Musdus), setelah 

memperoleh hasil dari Musdes tim penyusun melakukan pengkajian RKP 

dan RPJM dan kemudian terbentuklah Rancangan Peraturan Desa. 

Rancangan tersebut akan dibahas dan disetujui Kepala Desa bersama BPD 

dan setelahnya ada musyawarah desa bertujuan menetapkan APBDes. Dan 

 
4 Wawancara, Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa pada 6 Mei 2021 
5 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari selaku Sekretaris Desa pada 7 Mei 2021 
6 Wawancara, Ibu Sulih selaku bendahara desa pada 10 mei 2021 
7 Wawancara, Bapak Ashari selaku BPD pada 8 Mei 2021 
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tahap akhir APBDes tersebut akan disetorkan ke kecamatan untuk evaluasi 

yang dilakukan oleh camat. 

 Kemudian pertanyaan siapa saja yang terlibat di salam proses 

penyusunan APBDes di Desa Ngembul. 

 Sekretaris desa mengatakan yang terlibat dalam penyusunan adalah 

pemerintah desa, BPD, tim penyusun, dan tokoh masyarakat. Untuk 

masyarakat keterlibatannya dalam Musdes biasanya dihadiri oleh Ketua 

RW dan Ketua RT, untuk BPD hanya beberapa yang hadir tetapi untuk 

ketua BPD wajib hadir.8 

 

 Ibu Sulih menambahkan untuk anggotanya ya perangkat desa, 

PPKD (Panitia Pelaksana Kegiatan Desa) yang dibagi jadi lima bidang; 

pertama, penyelenggaraan pemerintah desa; kedua, pembangunan; ketiga, 

pembinaan kemasyarakatan; keempat, pemberdayaan kemasyarakatan; 

kelima, penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, dan tim 

penyusun tersebut anggotanya adalah perangkat desa sendiri serta BPD 

untuk menyetujui. Disisi lain ada pendamping desa yang mengawasi 

jalannya kegiatan untuk mengarahkan yang dikirim dari pemerintah 

kabupaten.9 

 

 Untuk proses menyusun APBDes pemerintah Desa Ngembul juga 

melibatkan masyarakat, BPD, tim penyusun dengan anggota perangkat desa 

yang dibagi jadi lima bidang;  

1) Penyelenggaraan pemerintah desa;  

2) Pembangunan; 

3) Pembinaan kemasyarakatan; 

4) Pemberdayaan kemasyarakatan;  

5) Penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. 

 
8 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari selaku sekretaris desa pada 6 Mei 2021 
9 Wawancara, Ibu Sulih selaku bendahara desa pada 10 mei 2021 
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Selanjutnya bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses 

penyusunan APBDes. 

Bapak Ashari selaku ketua BPD menjelaskan keterlibatan 

masyarakat disini dalam penyusunan aktif yaitu dilakukan pada saat 

musyawarah dusun dan musyawarah desa, disitu aspirasi masyarakat 

dikeluarkan, pendapat yang diinginkan untuk kemajuan desa dan 

masyarakat nantinya akan terlibat dalam menentukan prioritas kegiataan 

juga.10 

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes sangat 

berperan penting yaitu terlibat dalam menentukan prioritas usulan melalui 

Musdus dan Musdes, pada kegiatan musdus mayarakat bebas 

menyampaikan aspirasi, saran maupun pendapat untuk kemajuan desa tetapi 

tetap atas adas peraturan desa. 

Bagaimana pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa yang 

telah diperoleh. 

“untuk pendapatan semua akan masuk ke kas rekening desa, untuk 

pengeluarannya berdasarkan kegiatan atau kebutuhan yang sudah tertuang 

pada APBDes”11 

Bapak Pitoyo menerangkan pendapatan dikelola sesuai peraturan 

dan tata cara pengelolaan keuangan di desa, kalau untuk peraturan di desa 

itu di panduannya ada di permendagri dan pengeluaaran pendapatan 

berdasarkan apa yang sudah di list di belanja.12 

Bendahara desa menambahkan untuk pendapat desa yang telah 

diperoleh dari dana desa, bagi hasil pajak, pendapatan Alokasi Dana Desa 

(ADD), bantuan keuangan dari pemerintah, dan pendapatan lainnya itu akan 

masuk ke rekening desa. Untuk pembagiannya sendiri dana pendapatan itu 

harus jelas, misalnya untuk kegiatan apa gitu dana yang didapat dari mana 

juga dicantumkan. Jadi uang pendapatan tidak dicampur jadi satu harus 

dipisah dan dijelsakan masing – masing rinciannya untuk apa.13 

 
10 Wawancara, Bapak Ashari selaku BPD pada 8 Mei 2021 
11 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari selaku sekretaris desa pada 6 Mei 2021 
12 Wawancara, Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa pada 6 Mei 2021 
13 Wawancara, Ibu Sulih selaku bendahara desa pada 10 mei 2021 
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Lalu bagaimana untuk pelaksanaan belanja desa. 

Ibu Sulih menjawab untuk belanja desa itu tinggal mengikuti apa 

yang sudah tertuang di APBDes, jika kegiatan – kegiatan yang akan 

dilaksanakan akan mencairkan dana dulu baru bisa dilakukan kegiatan. 

Untuk kebutuhan operasional pemerintahan juga sudah jaga – jaga.14 

Bagaimana dengan pembiayaan desa dan apa saja kegiatan yang 

sudah telaksana atas pembiayaan desa. 

Ibu Sulih menerangkan untuk pembiayaan sebelum tahun 2020 dana 

untuk bagian pembiayaan desa masuk ke modal BUMDes berhungan desa 

sini belum mempunyai BUMDes, akan tetapi mulai tahun 2021 dana untuk 

pembiayaan tidak boleh dimasukkan dulu ke kegiatan BUMDes dan akan 

dialokasikan ke penyusunan pengurus terlebih dahulu karena agar cepatnya 

pembentukan BUMDes juga dan segera ada yang menjalankan BUMDes, 

dan dana pembiayaan diambil dari ADD. Untuk kegiatan lain selain 

BUMDes dulu pernah melakukan kegiatan mengangkat perekonomian 

mikro untuk modal tetapi tidak jalan dan tidak memberikan untung.15 

Dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah Desa 

Ngembul telah menjalankan sesuai dengan APBDes yang telah dibuat. 

Untuk pendapatan Desa Ngembul telah memperoleh dana dari dana, desa, 

bagi hasil pajak, pendapatan alokasi dana desa, bantuan pemerintah 

kabupaten, bantuan pemerintah provinsi, hasil usaha desa. Semua 

pendapatan juga dimasukkan di dalam rekening desa. Dan untuk belanja 

desa pemerintah desa telah melakukan yang sudah tertuang di APBDes. lalu 

untuk pembiayaan masyarakat desa pada tahun 2020 hanya mengalokasikan 

pada kegiatan BUMDes saja sebagai penyertaan modal namun pada tahun 

 
14 Wawancara, Ibu Sulih selaku bendahara desa pada 10 mei 2021 
15 Wawancara, Ibu Sulih selaku bendahara desa pada 10 mei 2021 
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2021 dana pembiayaan di lakukan untuk penyusunan pengurus BUMDes 

karena di Desa Ngembul BUMDes belum berjalan. 

Selanjutnya bagaimana yang dilakukan Desa Ngembul atas 

pertanggungjawabannya dalam APBDes. 

“Pertanggungjawaban yang dilakukan ya selalu musyawarah dengan 

BPD dalam memutuskan semua kegiatan dan kebijakan serta melakukan 

pelaporan APBDes sesuai dengan peraturan yang berlaku”16 

“Untuk pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan kegiatan 

APBDes dilakukan sesuai petunjuk baik petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis”17 

 

Pertanggungjawaban Desa Ngembul atas pengelolaan APBDes bisa 

dilihat dari adanya musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dalam 

menentukan semua kegiatan dan kebijakan, dan pertanggungjawab APBDes 

lain seperti pelaporan telah dilakukan sesuai peraturan maupun petunjuk 

teknis yang berlaku. 

Selanjutnya berkaitan dengan adanya APBDes apakah APBDes 

yang telah disusun sudah berjalan sesuai apa yang telah diharapkan. 

Kepala Desa menjelaskan dari mulai penyusunan APBDes, APBDes 

diupayakan dilaksanakan sepenuhnya dan tidak adanya perubahan, karena 

jika melakukan perubahan akan juga sangat memakan waktu di tengah – 

tengah dalam menjalankan kegiatan maupun operasional desa. Namun 

setiap tahunnya mesti melakukan perubahan APBDes minimal dengan 

menambah satu kegiatan saja pasti ada. Ya karena setiap tahunnya pasti ada 

kepentingan dari pemerintah kabupaten atau provinsi atau pusat mendadak 

ada kebijakan baru atau hal lainnya, biasanya ada penmbahan dan yang 

mengharuskan mengubah APBDes untuk mengepaskan dana yang telah 

dianggarkan. Seperti tahun 2020 kemarin banyak yang harus dirubah dan 

 
16 Wawancara, Bapak Ashari selaku ketua BPD pada 8 Mei 2021 
17 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari pada 7 Mei 2021 
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keluar dari ekspektasi karena adanya wabah covid-19 jadi banyak dana 

untuk bantuan masuk yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh 

desa.18 

Ibu Rita menambahkan bahwa dengan adanya APBDes sangat 

membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan. Karena APBDes salah satu 

dasar atau landasan yang dilakukan pemerintah desa untuk melakukan 

kegiatan diperiode kedepan. Akan tetapi selalu ada dan jika ada sangat 

diperlukan adanya penyesuaian APBDes dengan kebutuhan dan desa yang 

datang secara mendadak.19 

Perubahan APBDes pada pemerintahan Desa Ngembul setiap 

tahunnya melakukan perubahan dengan alasan karena selalu ada faktor yang 

menyebakan pemerintah desa melakukan adanya perubahan. Faktor tersebut 

adalah adanya kebijakan baru, adanya tambahan anggaran, adanya 

tambahan kegiatan maupun penggantian kegiatan. 

2. Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Efektivitas 

Dana Desa Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar 

Berhubung kendala pelaksanaan efektivitas terletak pada proses 

pengelolaan APBDes berikut adalah kendala yang dihadapi oleh pemerintah 

Desa Ngembul dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban APBDes yang sering terjadi setiap tahunnya.  

Dalam proses penyusunan APBDes kendala apa saja yang dihadapi 

perangkat desa. 

Ibu Rita menjelaskan dalam menyusun anggaran masalah yang 

sering muncul tim kesulitan menentukan prioritas ketika semua kegiatan 

penting terus yang sering terjadi juga ada keterlambatan pagu dana transfer 

 
18 Wawancara, Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa pada 6 Mei 2021 
19 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari pada 7 Mei 2021 
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yang disampaikan ke desa, masalah itu yang biasanya sering muter – muter 

saja dalam proses penyusunan.20 

 

Bapak Ashari juga menambahkan kesulitannya itu dalam membagi 

anggaran, dana pendapatan yang akan diterima oleh desa kan ada berbagai 

sumber dana. Nah desa harus membuat misal dana desa itu untuk kegiatan 

apa, ADD untuk apa, dana dari pemerintah untuk apa itu pemerintah desa 

harus menyusun dan mengolah dengan baik dan pas agar bisa 

dipertanggungjawabkan.21 

 

Bapak Pitoyo juga menjawab kendala yang sering dihadapi yang 

pertama ada pagu dana transfer selalu terlambat diterima desa ya karena 

harus membuat proposal kegiatan dulu. Terus yang kedua ada keterbatasan 

tim penyusun karena hanya dikerjakan oleh perangkat desa. Dan terakhir 

ada peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan itu berubah.22 

 

Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul di dalam proses 

penyusunan APBDes adalah: 

1) Kesulitan menentukan prioritas kegiatan 

2) Pagu dana transfer terlambat diterima desa 

3) Kesulitan membagi anggaran 

4) Keterbatasan tim penyusun 

5) Peraturan yang berubah – ubah 

Lalu bagaimana solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala 

yang dihadapi. 

Ibu Sulih menjelaskan untuk kesulitan menentukan prioritas dalam 

menyelesaikan bisa melihat dengan kondisi yang sedang terjadi, misal ada 

dua kegiatan penting yang pertama pembangunan jalan dan kedua 

pembangunan jembatan dan keduanya sama penting untuk kebutuhan 

masyarakat kita bisa melihat kondisi jalan dan jembatan meskipun nantinya 

akan dikerjakan dalam satu periode bersamaan namun hanya waktu yang 

berbeda. Untuk pagu dana transfer ya hanya bisa menunggu mungkin untuk 

 
20 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari pada 7 Mei 2021 
21 Wawancara, Bapak Ashari selaku BPD pada 8 Mei 2021 
22 Wawancara, Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa pada 6 Mei 2021 
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mempercepat ya pembuatan proposal lebih awal tapi biasanya kalau ada 

kegiatan mendadak ya hanya bisa menunggu. Untuk kesulitan membagi 

anggaran ya harus teliti dalam menganalisis kegiatan dan dana yang akan 

masuk tapi pemerintah desa belum maksimal dalam membagi. Lalu untuk 

keterbatasan tim penyusun karena hanya dijalankan perangkat desa mau 

tidak mau harus dijalankan dan diselesaikan mungkin hanya butuh waktu 

yang panjang dan kurang matangnya perencanaan juga tetapi jika sudah 

menjalankan kegiatan ya berjalan dengan baik. Untuk peraturan yang 

berubah – ubah itu pihak desa menyesuaikan saja.23 

Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul dalam 

proses pelaksanaan APBDes. 

Ibu Rita menerangkan yaitu saat pelaksanaan yang paling sering 

adanya perubahan kegiatan saat menjalankan ditengah periode lalu adanya 

perubahan anggaran biasanya anggaran pendapatan dana dari pemerintah 

berkurang, bisa jadi ditengah jalan ada peraturan baru yang harus 

dilaksanakan sehingga perlu melakukan perubahan APBDes dan yang 

sering terjadi lagi dana transfernya lambat.24 

Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul di dalam proses 

pelaksanaan APBDes adalah: 

1) Adanya perubahan kegiatan 

2) Adanya perubahan anggaran 

3) Adanya peraturan baru yang harus dilaksanakan dan 

merubah APBDes 

4) Anggaran pendapatan berkurang 

5) Dana transfer yang lambat 

Lalu bagaimana solusi yang dijalankan pemerintah Desa Ngembul 

dalam menanggulangi pelaksanaan APBDes. 

Bendahara Desa menjelaskan kalau untuk peraturan yang berubah 

ya langsung dikerjakan dan dipatuhi. Dan untuk dana yang terlambat dan 

 
23 Wawancara, Ibu Sulih selaku bendahara desa pada 10 mei 2021 
24 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari pada 7 Mei 2021 
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segera dilakukan kegiatan biasannya kita menunggu dulu dan jika 

kegiatannya mendadak kita ada dana cadangan dan nantinya akan diganti 

oleh dana yang sedang diajukan.25 

Apa saja kendala yang dihadapi selama proses pertanggungjawaban 

APBDes. 

Sekretaris desa menjawab selama pertanggungjawaban dalam 

proses administrasi itu masih belum tertib karena ada banyak hal yang 

mempengaruhi dari pihak eksternal maupun internal dari pemerintah desa 

serta keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan.26 

Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul di dalam proses 

pertanggungjawaban APBDes adalah: 

1) Keterbatasan sumberdaya manusia pengelola keuangan 

2) Belum tertib administrasi 

3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngembul Kecamatan Binangun 

Kabupaten Blitar  

Pertanyaan mengenai pemerintah Desa Ngembul apakah telah 

melaksanakan SIA dalam menjalankan APBDes 

“Sudah memakai seperti nginput data  keuangan dikomputer itu 

proses informasinya kan sudah dilaksanakan”27 

“Sudah melaksanakan SIA, sebenarnya semua tahapan 

menggunakan SIA bisa dengan cara tertulis maupun menggunakan alat 

bantu komputer“28 

 

 
25 Wawancara, Ibu Sulih selaku bendahara desa pada 10 mei 2021 
26 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari pada 7 Mei 2021 
27 Wawancara, Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa pada 6 Mei 2021 
28 Wawancara, Ibu Rita Maya Sari selaku Sekretaris Desa pada 7 Mei 2021 
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Berikut adalah SIA yang dilakukan Desa Ngembul di dalam 

menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembul 

Perencanaan APBDes 

Tahap Persiapan 

1.  Sekretaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tentang 

APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) 

2.  Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun sekretaris desa 

meliputi: 

1) Naskah APBDes 

2) Lampiran I Ringkasan APBDes 

3) Lampiran II Rincian APBDes 

4) Lampiran III Penjabaran APBDes 

5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADes) 

3.  Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan 

4.  Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri 

dari: 

1) Naskah APBDes 

2) Lampiran I Ringkasan APBDes 

3) Lampiran II Rincian APBDes 

4) Lampiran III Penjabaran APBDes 

Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan 

peraturan desa. 

5.  Dalam melaksanakan APBDes tahun sebelumnya, kepala desa terlebih 

dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDes 

dan dimintakan pengesahan bupati melalui camat 

Tahap Evaluasi 

1. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui 

bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama 

tiga hari kerja harus disampaikan kepada bupati/walikota melalui 

camat untuk dievaluasi 

2. Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan peraturan desa 

tentang APBDes disampaikan paling lama 20 hari kepada kepala desa 

Tahap Penetapan 

1. Berdasarkan hasil evaluasi bupati/walikota, kepala desa bersama BPD 

melakukan penyesuaian rancangan peraturan desa tentang APBDes 

dan selanjutnya ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa 

2. Peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim 

kepada bupati/walikota bagian pemerintahan desa dengan tembusan 

inspektorat daerah bagian hukum dan camat 

Pelaksanaan APBDes 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa 

1.  Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa 
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2.  Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan 

sah 

3.  Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa 

yang menjadii wewenang dan tanggung jawabnya 

4.  Semua pendapatan desa yang terdiri dari: 

a) Pendapatan asli desa,  

b) Dana desa dari APBN,  

c) Bagi hasil  pajak daerah dan retribusi daerah, 

d) ADD 

e) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota  

Dimana semua pendapatan tersebut dimasukkan kedalam rekening kas 

desa dan dicatat sebagai pendapatan desa 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa 

1.  Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan oleh 

pimpinan kegiatan kepada bendahara desa 

2.  Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa 

melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

3.  Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari bendahara desa untuk 

kemuadian diajukan kepala desa untuk disahkan. Selanjutnya kepala 

desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang 

rekening kas desa pada bank yang ditunjuk. 

Untuk pencairan dana bantuan SPM perlu diketahui oleh camat, untuk 

selanjutnya camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana 

bantuan kepada kepala desa 

4.  Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas beban 

APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti 

tersebut harus mendapatkan pengesahan dari kepala desa sebagai 

pengguna anggaran atas kebenaran materiil yang timbul dari 

penggunaan bukti 

5.  Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan 

bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang 

diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penggunaannya kepada kepala desa 

6.  Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap 

darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme: 

a) Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari kepala dusun 

b) Kepala desa membuat pernyataan bencana alam/sosial 

c) Pengambilan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan 

keputusan kepala desa 

d) Kepala desa memberitahukan kepada BPD 

7.  Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor ke kas 

desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme : 

a) Laporan dari pimpinan kegiatan/bendahara desa tentang 

kelebihan setoran ke kas desa 

b) Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan kepala 

desa setelah dilakukan audit terhadap laporan 

pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan 
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Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa 

1.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 

a) Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja 

b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja 

langsung 

2.  Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan 

pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa 

3.  Untuk pelaksanaan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu 

dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa 

4.  Pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan paling tinggi 

sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai 

pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana cadangan 

5.  Pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan dilakukan dengan 

surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh kepala desa 

6.  Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya 

telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana 

cadangan atau ke desa tersendiri dipindahbukukan ke rekening kas 

desa atau dikembalikan ke rekening kas desa 

7.  Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana 

cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana 

tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil 

tetap dengan resiko rendah 

8.  Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan 

penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan 

9.  Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang 

dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang 

dipisahkan 

10.  Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening 

penyertaan modal 

 

Pertanggungjawaban APBDes 

1.  Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

2.  Rancangan peraturan desa tersebut setelah disetujui kepala desa 

selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh 

persetujuan bersama 

3.  Penyampaian rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes dilakukan satu bulan setelah tahun anggaran 

berakhir 

4.  Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak 

kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

Raperdes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapka kepala desa 

menjadi peraturan desa paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada 

bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi 
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5.  Apabila dalam jangka waktu tersebut BPD belum memberikan 

persetujuan, kepala desa mengirimkan raperdes tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota 

untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh 

kepala desa dan BPD untuk menyempurnakan 

6.  Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan peraturan desa 

disampaikan paling lambat 20 hari kepada kepala desa sejak diterima 

7.  Apabila dalam jangka waktu evaluasi, bupati/walikota belum 

menyampaikan hasil evaluasinya maka rancangan peraturan desa 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh 

kepala desa menjadi Peraturan Desa 

8.  Apabila hasil evaluasi menyatakan rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih 

tinggi, kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh kepala 

desa menjadi Peraturan Desa 

9.  Dalam evaluasi bupati/walikota menyatakan bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih 

tinggi, maka kepala desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling 

lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk selanjutnya 

ditetapkan menjadi peraturan desa 

10.  Kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota 

melalui camat 

11.  Penyampaian peraturan desa tersebut paling lambat 14 hari kerja 

setelah peraturan desa ditetapkan 

12.  Laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media 

berupa: 

a) Laporan realisasi APB Desa 

b) Laporan realisasi kegiatan 

c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 

d) Sisa anggaran 

e) Alamat pengaduan 
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Berikut merupakan temuan data temuan lapangan berhubungan dengan 

APBDes di Desa Ngembul 

 

Sumber : Kantor Desa Ngembul  

Gambar 4. 2 

Transparansi APBDes Tahun 2020 

 

 Dari tabel diatas diketahui pendapatan Desa Ngembul sebesar Rp. 

1.620.574.624,- dan untuk belanja desa yang terbagi menjadi 4 (empat) 

bidang dengan total belanja sebesar Rp. 1.649.844.102,98,- dimana 

pengeluaran belanja lebih besar dari pendapatan sebesar Rp. 29.269.478,98,- 

akan tetapi Desa Ngembul mempunyai penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 
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52.669.478,98,-. Jadi, dana yang sisa akan di masukkan ke SiLPA sebesar Rp. 

23.400.000,- 29 

Transparansi yang telah dilakukan Desa Ngembul secara terbuka telah 

mengumumkan APBDes pada saat awal periode yang telah di pasang di 

baligo. Dari hal tersebut masyarakat bisa melihat penggunaan dana desa 

termasuk berapa jumlah pendapatan, belanja yang akan digunakan, dan dana 

pembiayaan. Untuk transparansi yang belum dilakukan adalah saat terjadi 

perubahan APBDes pemerintah Desa Ngembul tidak menampilkan hasil 

perubahan APBDes. Akan tetapi bendahara desa telah membuat laporan yang 

memuat tentang transparansi dana desa seperti Rencana Kegiatan Anggaran 

(RAB), buku kas umum (neraca), laporan buku kas tunai, dana desa, alokasi 

dana desa, pendapatan asli desa, penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi, 

penerimaan bantuan kabupaten, dan perubahan APBDes yang apabila ada 

pihak yang ingin mengetahui bisa untuk dilihat.30 

 

 
29 Dokumentasi Pada Desa Ngembul pada 10 Mei 2021 
30 Observasi Pada Desa Ngembul pada 10 Mei 2021 


